
Penjabat Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung, Kapolda

Kepulauan Babel, Danrem

045, Danlanal, Danlanud dan

Forkopimda Kepulauan Bang-

ka Belitung. 

Amir mengatakan, dalam

pengelolaan aset di lima

smelter sitaan ini, Kejagung ti-

dak hanya berkoordinasi de-

ngan Kementerian BUMN

tetapi juga dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Re-

publik Indonesia. ÓKita juga

akan merapatkan dengan BP-

KP, karena ini menyangkut

banyak, apakah ini menyang-

kut smelter, pengelola dan lain-

nya,Ó ujarnya.

Ditambahkan, kasus korupsi

tata niaga timah ini juga

banyak aspek, baik aspek

yuridis, keuangan dan lainnya.

ÓMudah-mudahan prosedur

pengelolaan aset sitaan smel-

ter ini cepat selesai. Jangan

sampai merugikan masyarakat

pekerja di usaha ini,Ó tandas-

nya.

Ditambahkan, rapat lintas in-

stansi ini difokuskan pengelola-

an aset di lima smelter timah

yang disita. Jangan sampai

aset-aset ini menjadi bisa men-

jadi besi tua dan menurunkan

nilai tersebut. ÓPengoperasian

smelter ini nanti, apakah

mengambil bahan baku IUP

dari perusahaan yang disita

sendiri atau dari IUP-IUP pe-

rusahaan lainnya yang legal,Ó

pungkas Amir.        (Ant/Has)-d

Dampak nyata yang mulai dirasakan pada

perekonomian makro adalah kenaikan

harga barang impor, dan biaya produksi

pada manufaktur yang berbasis bahan

baku impor, yang berarti menambah risiko

dan beban bisnis.

Meskipun pada sisi lain, kondisi ini men-

jadikan harga komoditas ekspor nasional

relatif lebih kompetitif, namun sisi lain men-

dorong kerapuhan pada sektor riil dan kon-

sumsi, bahkan berdampak pada sisi fiskal.

Subsidi energi yang berbasis produk BBM

impor akan memberatkan fiskal yang

tahun ini sudah dikonstruksikan pada po-

sisi defisit. Dengan demikian ada potensi

defisit fiskal akan meningkat.     

Bank Indonesia sebagai lembaga inde-

penden yang memiliki ketugasan menjaga

stabilitas nilai rupiah, perlu langkah cepat

agar kepercayaan terhadap rupiah dapat

dipertahankan. Meskipun ditengerai sum-

ber permasalahan dari faktor eksternal,

namun kebijakan progresif perlu dipertim-

bangkan. 

Para pelaku usaha skala UKM yang

berpotensi ekspor, tidak serta merta men-

dapat rezeki nomplok. Daya saing produk

industri yang berhadapan dengan produk

kompetitor khususnya produk dari

Tiongkok menjadikan depresiasi rupiah

bulan ini bukan sebagai momentum untuk

mendulang profit.    

Bagi masyarakat luas pada posisi seba-

gai konsumen mulai terkena dampak.

Kebutuhan barang elektronik, otomotif,

dan bahkan barang impor kebutuhan ru-

mah tangga yang biasa dibeli lewat loka-

pasar mulai merangkak naik. Daya beli

terkoreksi. Pada kelas masyarakat

berpenghasilan menengah dan atas, kon-

disi ini bisa tertahan dengan masih adanya

tabungan. Namun bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, tidak ada langkah

kecuali mengencangkan ikat pinggang

menunda konsumsi, ataupun merogoh ko-

cek lebih dalam agar tetap bisa belanja ke-

butuhan rumah tangga.

Menyikapi kondisi ini, bagi masyarakat

luas tidak perlu ikut berspekulasi pegang

mata uang asing yang secara makro justru

akan semakin menaikan risiko bisnis dan

ekonomi. Pola konsumsi terpaksa diubah,

dengan berorientasi pada produk lokal.

Dalam jangka pendek, layak ditempuh

menunda belanja barang elektronik impor

maupun produk sekunder impor lainnya.

Sisi lain, pelaku usaha, khususnya UKM

bisa menjadikan momentum ini untuk me-

naikkan daya saing produk agar mampu

mensubstitusi produk impor, dan bahkan

sebagai penguat untuk produk orientasi

ekspor.

(Penulis adalah pendidik pada Prodi

Ekonomi Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta dan Peneliti Inspect)-d
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karena ini hasil dari ratas (rapat terbatas),Ó kata

Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, Satgas Pemberantasan Judi

Online nantinya melibatkan seluruh kementeri-

an/lembaga, yang terbagi atas beberapa aspek

yaitu penegakan hukum, pengaturan ruang

siber, dan pengawasan transaksi keuangan.

ÓPenegakan hukum jelas kita akan melibatkan

Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri,

karena kenapa Kemenlu, karena kita harus be-

kerja sama dengan luar negeri, mungkin mem-

buat satu MoU. Ini mungkin satu bagian dari tu-

gas yang akan kami lakukan,Ó kata Hadi

Tjahjanto.

Menurutnya, peran Kemenlu juga penting

karena saat ini banyak situs/laman judi online

yang servernya di luar negeri, termasuk juga

bandar judinya juga sebagian besar ada di luar

negeri. Untuk langkah awal, negara-negara

yang menjadi sasaran ada di Kawasan Asia

Tenggara. ÓTadi disampaikan Pak Wamenlu, kita

akan bikin MoU yang diperluas, bukan hanya

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

tetapi kita juga akan bekerja sama bagaimana

kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan

dalam kerja sama ini,Ó kata Hadi.

Kemudian, untuk pengaturan ruang siber

nantinya bakal melibatkan Kementerian

Komunikasi dan Informatika dan BSSN. ÓBSSN

juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi di

dalam situs-situs yang resmi itu, terkadang ada

situs yang tersembunyi, situs-situs judi online.

BSSN akan bekerja sama, karena yang punya

hak (kewenangan, red) take down adalah

Kominfo sehingga akan kerja sama,Ó kata

Menko Polhukam.

Terakhir, untuk aspek lalu lintas keuangan per-

bankan, Satgas Pemberantasan Judi Online

melibatkan OJK dan PPATK. ÓItu tadi kuncinya,

kalau 5.000 itu tadi kita buka, itu jaringannya

akan ke mana-mana. Itu mudah untuk kita mela-

kukan tindakan,Ó kata Hadi.

Hadi menyebut OJK menemukan 5.000

rekening yang transaksinya janggal.

ÓAnomalinya apa? Itu frekuensinya besar, tetapi

nilainya kecil. Karena apa? Ini terkait dengan

apa yang ditemukan PPATK. PPATK mencatat

sejak 2017 sampai dengan 2024 itu terjadi pe-

ningkatan judi online secara signifikan,Ó kata

Hadi.

PPATK pada 2023 menemukan 3,2 juta war-

ga bermain judi online, yang 80 persen di an-

taranya bermain dengan nilai di bawah Rp

100.000. Kemudian, perputaran uangnya sela-

ma 2023 mencapai Rp 327 triliun (agregat). 

(Ant/San)-f
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Atas putusan itu, terdapat dissenting

opinion dari tiga Hakim Konstitusi,

yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,

dan Arief Hidayat.

Anggota KPU RI August Mellaz me-

ngatakan, apabila dihitung paling lam-

bat 3 hari setelah putusan MK diba-

cakan, maka pihaknya menetapkan

pasangan presiden dan wakil presiden

terpilih pada Rabu (24/4) hari ini.

Menurutnya, durasi penetapan pa-

sangan presiden dan wakil presiden

terpilih tidak terlalu ketat. Ia pun

memastikan ada prosedur yang akan

dilakukan mulai pukul 10.00 WIB.

Selain itu, Mellaz mengungkapkan,

acara tersebut akan disiarkan secara

langsung melalui kanal YouTube KPU

RI dan stasiun televisi.

KPU akan mengundang sejumlah

pihak mulai dari pimpinan lembaga ne-

gara, ketua umum dan sekretaris jen-

deral partai politik hingga tiga pasang-

an calon untuk melakukan rapat pleno

terbuka terkait dengan penetapan pa-

sangan presiden dan wakil presiden

terpilih Pemilu 2024.            (Ant/Obi)-f
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wajib dipatuhi pejabat yang bersangkutan

jika terbukti melanggar. ÓSelama ini, tanpa

sanksi yang berat dan jelas, presiden dan

para menteri bisa seenaknya memen-

garuhi pilihan politik rakyat dengan meng-

gunakan fasilitas negara dan meman-

faatkan kewenangannya secara terbuka

untuk tujuan elektoral,Ó ujar Yanuar.

Ketiga, pembagian bantuan sosial (ban-

sos), beasiswa, sertifikat tanah, pemba-

gian uang dan peresmian-peresmian

sarana/prasarana yang berdampak pada

masyarakat harus diatur ulang waktunya

agar tidak tumpang tindih pada masa-

masa kampanye. ÓTentu saja masih

banyak aspek lainnya yang harus direvisi

dalam UU Pemilu, termasuk lemahnya

penegakan hukum terhadap pelaku politik

uang dalam pemilu. Fenomena ini harus

dicari akar masalahnya agar konstruksi

UU Pemilu mampu menjawab soal ini,Ó tu-

turnya.

Ia menekankan, fasilitas negara dan

program-program pemerintah yang instan,

seperti bansos dan sejenisnya, tidak boleh

lagi disalahgunakan untuk tujuan politik

praktis. ÓPemilu 2024 memberikan pela-

jaran sangat berharga, pemilu yang tidak

jujur dan tidak adil akan melahirkan kecu-

rangan yang terus berulang karena

penyalahgunaan wewenang ini,Ó ucapnya.

Sebelumnya, Senin (22/4), Ketua MK

Suhartoyo menyebutkan terdapat bebera-

pa kelemahan dalam UU Pemilu, peratu-

ran KPU (PKPU) maupun peraturan

Bawaslu. Hal itu pada akhirnya menim-

bulkan kebuntuan bagi penyelenggara

pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam

upaya penindakan terhadap pelanggaran

pemilu.

Demi memberikan kepastian hukum

dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu

maupun pilkada selanjutnya, kata

Suhartoyo, pemerintah dan DPR ke depan

perlu melakukan penyempurnaan terha-

dap UU Pemilu, UU Pilkada maupun per-

aturan perundang-undangan yang meng-

atur terkait dengan kampanye, baik ber-

kaitan dengan pelanggaran administratif

maupun pelanggaran pidana pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi

Gaus sepakat UU No 7 Tahun 2017 Ten-

tang Pemilu perlu dilakukan revisi seba-

gaimana yang terdapat dalam pertimbang-

an putusan MK atas perkara PHPU Pilpres

2024. ÓPendapat yang diberikan MK, UU

Pemilu belum memberikan pengaturan

terkait dengan kegiatan yang dapat dikate-

gorikan sebagai kampanye yang di-

lakukan sebelum dan setelah masa kam-

panye dimulai memang harus diperjelas

dan dimasukkan secara rinci di UU

Pemilu,Ó kata Guspardi.

Menurutnya, revisi UU Pemilu adalah

sebuah keniscayaan guna melakukan

berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

ÓApalagi Pemilu 2024 yang dinilai dan di-

rasakan banyak kalangan berjalan dengan

penuh kontroversi dan menimbulkan

spekulasi terkait dugaan berbagai pelang-

garan, pengerahan dukungan dari

aparatur sipil negara 9ASN) kepada

paslon tertentu, makin terangannya politik

uang dan lain sebagainya,Ó ujarnya.

Ia lantas menyinggung sejumlah

masalah pada Pemilu 2024 yang tidak ada

di Pemilu sebelumnya, di antaranya Satpol

PP di Garut Jawa Barat, yang menyatakan

dukungan kepada Gibran Rakabuming

Raka sebagai calon wakil presiden.

ÓPadahal, Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu

telah menyebutkan larangan bagi pejabat

negara, pejabat struktural dan pejabat

fungsional dalam jabatan pegawai negeri

serta ASN untuk mengadakan kegiatan

yang mengarah kepada keberpihakan ter-

hadap peserta pemilu sebelum, selama

dan sesudah masa kampanye,Ó ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, masalah Ketua

KPU Hasyim AsyÕari yang dinyatakan

melanggar etik oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Baru-

baru ini juga kembali diadukan dengan

dugaan pelanggaran etika atau dugaan

asusila. Persoalan ini juga menjadi catatan

penting terhadap integritas penyelenggara

pemilu.

Untuk itu, Guspardi pun mendorong

agar anggota DPR RI periode 2024-2029

melakukan revisi UU Pemilu untuk

menyempurnakan dan menutup celah ke-

kurangan bagi pelanggaran pemilu yang ti-

dak bisa ditindak secara hukum maupun

administratif. ÓBisa diatur secara lebih rigid

untuk meningkatkan efektivitas pene-

gakan hukum terhadap pelanggaran

pemilu,Ó kata anggota Badan Legislasi

DPR ini. (Ant/Obi)-f
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presiden dan wakil presiden. ÓKami berpandan-

gan, tidak terbatasnya kekuasaan presiden

adalah akar dari berbagai rangkaian permasa-

lahan yang selama ini dipertontonkan kepada ki-

ta dengan sangat jelas dan terang benderang,Ó

ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sebenarnya, bangsa

Indonesia sudah pernah memiliki niatan untuk

membatasi kekuasaan presiden dan wakil presi-

den, tetapi gagasan itu hilang, terlupakan dan

bahkan lenyap dari memori kolektif pada setiap

pergantian periode kekuasaan di Indonesia.

Gagasan itu berbentuk Rancangan Undang-

Undang tentang Lembaga Kepresidenan. 

ÓKehadiran RUU Lembaga Kepresidenan

menjadi sketsa tegas dan jelas bagaimana presi-

den dan wakil presiden bersikap dalam men-

jalankan tugas dan kewenangannya dengan

hak, kewajiban, dan larangan yang menyer-

tainya,Ó terang Lintang.

Oleh sebab itu, CLS FH UGM menolak lupa

eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan dan

menuntut dengan tegas presiden dan wakil pres-

iden RI terpilih untuk bersedia kekuasaannya di-

batasi melalui peraturan perundang-undangan

khusus.

Komisi III DPR RI untuk mengadakan kembali

pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan. Ba-

dan Legislasi DPR untuk menempatkan RUU

Lembaga Kepresidenan pada daftar Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas

tahun 2024. Presiden dan DPR untuk menge-

sahkan RUU Lembaga Kepresidenan menjadi

UU. Seluruh pembelajar Ilmu Hukum, terkhusus

pembelajar Ilmu Hukum Tata Negara untuk

mengawal dan mendukung gagasan pelanjutan

proses legislasi RUU Lembaga Kepresidenan

hingga disahkan menjadi UU dan seluruh ele-

men masyarakat untuk turut mengawal dan

mendukung gagasan pelanjutan proses legislasi

RUU Lembaga Kepresidenan hingga disahkan

menjadi UU. (Dev)-d
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KR-Riyana Ekawati

Endang Mujiwati sedang sibuk melayani pembeli di kiosnya yang ada di Pasar Beringharjo,
Yogyakarta.

BENCANAALAM DISINYALIR SALAH SATU PENYEBAB

Harga Bawang Merah di DIY Masih Tinggi
YOGYA (KR) - Harga bawang merah di

pasaran wilayah DIY dalam beberapa wak-

tu terakhir mengalami kenaikan cukup sig-

nifikan. Kenaikan harga bawang merah itu

sebetulnya sudah mulai terasa sejak se-

belum Hari Raya Idul Fitri. Kondisi cuaca

yang tidak menentu (hujan dengan intensi-

tas tinggi) serta adanya bencana alam

seperti banjir di sejumlah daerah di Jawa

Tengah, disinyalir menjadi salah satu

penyebab naiknya harga bawang merah di

pasaran.

ÓSebetulnya tingginya harga jual bawang

merah sudah dirasakan sejak sebelum Idul

Fitri lalu. Karena berbagai faktor seperti

banyaknya bencana di sejumlah daerah di

Jawa Tengah serta hasil panen bawang

merah di DIY yang kurang bagus menjadi

penyebab mahalnya harga bawang merah

di pasaran. Meski harganya masih tergo-

long tinggi, saya bersyukur pasokan relatif

lancar,Ó kata seorang pedagang bawang

merah di Pasar Beringharjo, Yogyakarta,

Endang Mujiwati, Selasa (23/4).

Endang mengatakan, harga bawang

merah di pasar tradisional sampai saat ini

masih tergolong tinggi. Karena para peda-

gang menjual bawang merah dengan

kisaran harga Rp 30.000-Rp 50.000 perk-

ilogram tergantung kualitas dan besar ke-

cilnya barang. Misalnya untuk ukuran kecil

bawang merah dijual kisaran Rp

30.000/kg. Sedangkan untuk bawang mer-

ah ukuran besar dijual kisaran Rp 40.000-

Rp 50.000/kg. Sebagai pedagang pihak-

nya hanya bisa berharap harga segera sta-

bil. Pasalnya jika harga dari distributor terus

mengalami kenaikan, pedagang akan

kerepotan.

ÓKalau musim hujan biasanya bawang

merah cenderung kecil-kecil, berbeda de-

ngan sebelumnya (bukan musim hujan)

ukurannya lebih besar-besar. Kenaikan

harga bawang merah ini tidak terlalu ber-

pengaruh ke penjualan. Buktinya warga

nasih banyak yang membeli. Rata-rata se-

tiap hari saya bisa menjual bawang merah

sebanyak 300 kg,Ó ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan (DPKP) DIY Hery Sulistio Herma-

wan menjelaskan, salah satu pemicu ke-

naikan harga bawang merah, selain kare-

na faktor cuaca juga diakibatkan petani

yang belum mulai melaksanakan masa

tanam. Biasanya masa tanam bawang

merah dilakukan pada awal musim kema-

rau. 

ÓPotensi bawang merah di DIY cukup

bagus, hanya sekarang ini belum. Karena

masih musim hujan, biasanya masyarakat

lebih mengarah ke tanam padi,Ó jelasnya.

Hery menambahkan, Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan DIY sudah mem-

berikan pendampingan dan dukungan

kepada petani bawang agar produksi ko-

moditasnya bisa optimal. Pihaknya akan

melakukan pembibitan bawang merah di

beberapa tempat agar petani lebih untung

ketika panen.      (Ria)-d


